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ABSTRAK

Kebebasan beragama menjadi perhatian penting bagi rakyat Indonesia,
dengan munculnya berbagai kasus kekerasan terhadap kaum minoritas serta
penistaan-penistaan agama yang kerap dilakukan oleh kaum minoritas pula,
menunjukan bahwa kebebasan beragama masih jauh dari apa yang dicita-citakan
dalam Konstitusi. walaupun undang-undang mengatur secara jelas bahwa Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya itu, namun
keadaan sebagaimana terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, menunjukan bahwa dari
segi teoritis masih menimbulkan pertanyaan status hukum pidana, apakah Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai pelaku (plager) Penoda agama Islam atau
bahkan sebagai korban kekerasan. Selain itu, apakah status hukum pidana tersebut
sudah memenuhi unsu-unsur tindak pidana sebagaimana rumusan dalam Pasal
156a KUHP. Dalam ranah praktis hal ini masih menimbulkan problematika
tersendiri, meskipun Surat Keputusan Bersama (SKB) telah dikeluarkan sesuai
dengan perintah UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 2 ayat (1), namun demikian
dalam tataran implementasi masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya (Field Research), pemilihan
lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa kecamatan Singaparna
merupakan lokasi penganut Ahmadiyah terbesar kedua setelah Kecamatan Salawu
di Tasikmalaya. Penelitian ini juga mendeskripsikan fenomena terhadap kegiatan
JAI setelah terbitnya SKB tiga menteri serta menganalisis respon masyarakat di
daerah tersebut. Guna melancarkan penelitian ini, penulis menggunakan teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah teknik
non probability purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan
kriteria yang berhubungan erat dengan JAIL Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif, yaitu apakah kehidupan beragama JAI sesuai dengan hukum
di Indonesia atau bahkan melanggar ketertiban umum sebagaimana aturan dalam
KUHP Pasal 156a.

Bibit permusuhan dari kasus ini sebenarnya tak lepas dari tindak pidana
yang dilakukan oleh kedua pihak, entah itu JAI sebagai penoda agama Islam yang
telah memenuhi unsur tindak pidananya, atau mungkin warga masyarakat sebagai
pelaku tindak kekerasan. Setiap konflik Ahmadiyah yang timbul ke permukaan
dapat dipastikan berawal dari kegiatan JAI yang selalu eksis menjalankan
dakwahnya di muka umum baik itu internal maupun eksternal Ahmadiyah.
Sedangkan untuk implementasi UU No. 1/PNPS Tahun 1965 belum terealisasikan
secara optimal, Pasal 2 ayat (1) mungkin menjadi satu-satunya Pasal dalam
undang-undang tersebut yang cukup terealisasikan, karena telah diterbitkannya
SKB tiga menteri yang memberi peringatan keras untuk menghentikan segala
kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Namun untuk ayat (2) undang-undang
tersebut belum ada tindakan pasti dari Pemerintah Pusat, yang pada intinya adalah
membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Penulis menyimpulkan
bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki kedaulatan dan sikap yang tegas untuk
menindak permasalahan Ahmadiyah di Indonesia.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara majemuk dianugrahi dengan berbagai macam
Budaya, Ras, Suku, Bahasa, Adat Istiadat, dan Agama, terdapat enam Agama1
yang diakui di bumi pertiwi ini yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan
Khong cu (Confusius). Sedangkan dalam versi lain disebutkan bahwa agama-
agama yang resmi diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen-
Protestan, Kristen-Katolik, Hindu Dharma, dan Budha, yang tergabung dalam
wadah musyawarah antar umat beragama.” Islam sebagai Agama yang
memberikan konsep Rahmatan lil ‘Alamiin tentunya selalu memberikan rasa
kenyamanan bagi setiap umatnya dalam berinteraksi antar sesama manusia dan
kepada sang khalik. Namun fakta berkata lain, di lapangan sering kali terjadi
ketidak harmonisan sesama muslim yang berujung pada permusuhan,
penganiayaan, perusakan dan penyerangan terhadap saudaranya sesama umat
Islam.

Berawal dari sebuah penghargaan® yang belum lama ini diberikan terhadap
orang nomor satu Republik Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudoyono atas

keberhasilannya menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang rukun,

! Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama.

* Keputusan Menteri Agama No.35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah antar Umat
Beragama.

® Penganugerahan “Penghargaan Negarawan Dunia 2013” dari Yayasan The Appeal of
Conscience kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yayasan tersebut merupakan sebuah
yayasan yang mengkampanyekan anti pelanggaran dengan mengatasnamakan Agama yang telah
memilih SBY sebagai "World Statesman" Tahun 2013.



tentram, dan aman antar umat beragama dalam menjalankan kehidupanya. Akan
tetapi penghargaan tersebut menjadi suatu hal yang mengganjal dan mendapat
sorotan tajam dari berbagai kalangan, khususnya kaum minoritas termasuk Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI), bahkan Romo Franz Magnis Suseno SJ* mengirim
surat keberatan langsung kepada pihak penyelenggara. Hal demikian wajar saja
dilakukan karena suatu hal yang sangat kontradiktif ditengah terjadinya
kekisruhan dan keadaan genting yang menghampiri umat Islam, justru Presiden
kita mendapatkan penghargaan dalam bidang Agama. Banyak sekali problem
yang harus segera dipecahkan guna mencari kemaslahatan bersama bagi umat
Islam di Indonesia.

Di dalam tubuh umat Islam sendiri terdapat beberapa golongan, organisasi,
aliran kepercayaan, sekte dan lain sebagainya. Sejatinya perbedaan tidak
seharusnya disikapi dengan kekerasan karena dapat menghasilkan sebuah
bencana, bukanya memecahkan suatu permasalahan justru menimbulkan bibit
perpecahan, karena setiap tindakan kekerasan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam
untuk memecahkan suatu masalah. Ambil saja contoh kaum Syi’ah di Sampang

Madura® dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Singaparna Tasikmalaya.® Mereka

4 Pakar Etika Politik Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, Romo Franz Magnis Suseno SJ
menyampaikan protes atas rencana pemberian penghargaan negarawan dunia 2013 atau "World
Statesman Award" kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menyebutkan ada dua poin
keberatan "Pertama, SBY selama kepemimpinannya 8,5 Tahun tidak pernah menyatakan kepada
rakyat Indonesia untuk menghormati minoritas," kata Franz Magnis. Kedua, SBY tidak pernah
melindungi kelompok yang menjadi korban kekerasan seperti dalam kasus Ahmadiyah dan Syiah
yang dicap sesat oleh kelompok aliran keras. "Presiden SBY tidak melakukan dan mengatakan
apa-apa untuk melindungi mereka," kata Franz Magnis.

> Komunitas Syiah di dusun Nangkernang, desa Karang Gayam, kecamatan Omben,
kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur kembali diserang yang menewaskaan satu orang warga
dari komunitas Syiah bernama Hamamah alias Mu\hammad Khosim. Penyerangan bermula ketika



mendapat tindakan diskriminasi dari saudaranya sendiri sesama umat Islam,
masalah bukan diselesaikan dengan kekerasan atau main hakim sendiri
(eigenrechting) akan tetapi lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah
sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai gotong
royong tercermin dalam Pancasila sila ke-empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Fokus yang menjadi bahan penelitian pada kesempatan kali ini adalah
mengenai Problematika Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia ditinjau dari segi
yuridisnya atas UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama di kabupaten Tasikmalaya. Konsentrasi dari penelitian
ini adalah di daerah Singaparna Tasikmalaya yang penduduknya terdapat banyak
penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qodian), walaupun
sebenarnya basic keberadaan Jemaat Ahmadiyah Qodian terdapat di Bogor.
Namun, Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mendapatkan

penyerangan (korban) dari kalangan masyarakat sekitar yang merasa tidak

sejumlah anak-anak komunitas Syiah Sampang berangkat sekolah ke pesantren yang berlokasi di
luar wilayah Sampang. Ada juga warga yang hendak bersilaturahmi ke tempat kerabatnya di luar
desa. Namun ketika mereka berjalan keluar desa dengan menggunakan mobil, puluhan orang anti
Syiah menghadang dan mengancam membakar mobil. Setelah berkumpul dalam jumlah yang
banyak, ratusan massa anti Syiah menyerang komunitas Syiah.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt503b6a0199f68/penyerangan-komunitas-syiah
sampang-dikecam. diakses pada hari rabu tanggal 25 09 2013.

6 Untuk kasus di Tasikmalayan, 24 bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Kampung
Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, rusak
di serang pada Minggu dini hari (sekitar pukul 01.30 WIB). Selain itu, sebuah masjid di Kampung
Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dibakar sekitar
pukul 03.30 WIB. Massa yang menggunakan kendaraan bermotor menyerang masjid dengan
melemparkan batu. Massa juga sempat membakar sajadah, Al Quran dan sejumlah kitab di masjid
tersebut. http://satuharapan.com/read-detail/read/warga-ahmadiyah-di-tasikmalaya-diserang-
massa-intoleran/. diakses pada hari rabu tanggal 25 09 2013.



nyaman atas keberadaan sekelompok orang penganut Jemaat Ahmadiyah
Indonesia di daerahnya. Dilain pihak, Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten
Tasikmalaya dengan berbagai macam kegiatan dan paham atau karakteristik
ajaranya’ dapat dikategorikan sebagai pelaku (plager) tindak pidana penodaan
Agama Islam karena sudah keluar dari pokok-pokok ajaran Islam, hal ini sesuai
dengan sikap pemerintah dengan dikeluarkannya SKB tiga menteri atas dasar
perintah UU No. 1/PNPS Tahun 1965.°

Membicarakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai sebuah Ormas Islam
akan menyentuh beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, termasuk Organisasi
yang telah memiliki status Badan Hukum, pengurus, anggota, penganut, dan
simpatisan. Namun demikian penulis hanya mengambil objek penelitian yang
tertuju kepada Pengurus dan penganut/anggotanya, yang mana mereka termasuk
golongan Qodian dan selalu aktif menjalankan roda organisasi yang telah lama
tumbuh berkembang di Indonesia khususnya di Kampung Babakan Sindang Desa
Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Ahmadiyah Qodian diperkenalkan ke Indonesia sejak Tahun 1925 dan telah

tersebar dibeberapa kota, baik Sumatra maupun di Jawa dengan beberapa cabang.

7 Dikalangan Ahmadiyah terdapat banyak doktrin yang menjadi dasar keyakinan para
pengikutnya, diantaranya adalah doktrin tentang al-Mahdi, al-Masih, mijaddid, kenabian, wahyu,
khalifah, dan jihad. Doktrin-doktrin tersebut merupakan doktrin penting dikalangan Ahmadiyah
dan tidak paralel dengan pandangan umat Islam pada umumnya, termasuk para ulama di
Indonesia.

¥ Poin Kedua dalam SKB tiga Menteri: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada
penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang
mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang
menyimpang dari pokok- pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui
adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.



Akan tetapi, sebagai sebuah organisasi,” pengurus besar (hoofdbestuur) baru
terbentuk setelah sepuluh Tahun ada di Indonesia. Diawal pembentukan
organisasi ini diberi nama Ahmadiyah Qodian Departemen Indonesia (AQDI),
Anggaran Rumah Tangga Ahmadiyah Qodian Departemen Indonesia disesuaikan
dengan organisasi pusat Ahmadiyah di Qodian. Nama Ahmadiyah telah diganti
dari Ahmadiyah Qodian Departemen Indonesia (AQDI) menjadi Anjuman
Ahmadiyah Departemen Indonesia (AADI). Muktamar Ahmadiyah yang
diselenggarakan pada Desember 1949 di Jakarta selain menyutujui Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru, juga mengganti nama organisasi
dari Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia menjadi Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI)."?

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini sangat penting untuk
dilakukan, mengingat keberadaan Ahmadiyah Qodian atau Jemaat Ahmadiyah
Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat masalah dari segi yuridisnya,
walaupun undang-undang mengatur secara jelas bahwa Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut Agamanya dan kepercayaannya itu.'' Keadaan sebagaimana terjadi di

Singaparna Tasikmalaya menunjukan dari segi teoritis masih menimbulkan

? Pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi yang berbadan
hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan
diumumkan dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tanggal 31 Maret 1953. Tambahan
Berita Negara (TBN) Republik Indonesia Nomor 26 Tgl 31 Maret 1953.

1 Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Yogyakarta : PT LkiS Pelangi
Aksara, 2006), hlm. 196.

"' Lihat UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2).



pertanyaan status hukum pidana, keberadaan Jemaat Ahmadiyah apakah sebagai
pelaku (plager) tindak pidana Penodaan agama “Islam™ atau bahkan sebagai
korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan masyarakat setempat. Selain itu,
apakah JAI dari perspektif hukum pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana penodaan agama. Dalam ranah praktis hal ini masih menimbulkan
problema yang membutuhkan jalan keluar guna kemaslahatan umat Islam,
meskipun Surat Keputusan Bersama telah dikeluarkan sesuai dengan perintah UU
No. I/PNPS Tahun 1965 Pasal 2 ayat (1), namun demikian dalam tataran
implementasi masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah penulis berinisiatif
melakukan penelitian ini.

Capaian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah keharmonisan
ditubuh umat Islam yang mana dalam kurun waktu beberapa Tahun terakhir
sering terjadi permusuhan yang berakibat salah satu pihak merasa dirugikan
sebagai warga negara Indonesia di tengah-tengah masyarakatnya yang heterogen.
Serta memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan acauan referensi

para intelektual muda di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah
Setelah menguraikan latar belakang masalah sebagaimana termaktub di atas,
maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah status hukum pidana Jemaat Ahmadiyah Indonesia
(JAI) di Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap aktifitas JAI di

Kabupaten Tasikmalaya ?



3. Bagaimanakah implementasi UU No. 1/PNPS Tahun 1965 di

Kabupaten Tasikmalaya ?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui status hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilihat
dari aspek hukum pidana. Apakah sebagai pelaku tindak pidana
penodaan Agama “Islam” atau sebagai korban tindak pidana
kekerasan.

b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap aktifitas JAI di
Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana.

c. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU No. 1/PNPS Tahun
1965 yang dilaksanakan pemerintah berkaitan dengan eksistensi
Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum di
Indonesia

b. Sebagai bahan evaluasi Pemerintah atas terbitnya Surat Keputusan
Bersama Tiga Mentri NOMOR : 3 Tahun 2008, NOMOR : KEP-
033/A/JA/6/2008, NOMOR : 199 Tahun 2008 hingga saat ini, sesuai

dengan amanat UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 2.



c. Memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan acauan
referensi para intelektual muda di masa yang akan datang dalam

melaksanakan penelitian.

D. Telaah Pustaka

Kebebasan untuk memeluk Agama dan kepercayaan yang berada di
Indonesia memang sudah dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 Pasal 29 ayat (1)
dan (2). Yang mana setiap warga negara tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun secara sadar melaksanakan setiap aktifitas beribadahnya sesuai dengan
Agama dan kepercayaan masing-masing, khususnya Agama Islam. Namun
demikian ajaran yang disampaikan oleh Agama atau kepercayaan tertentu yang
menggunakan label Agama tertentu dan menyimpang dari ajaran pokonya
berpotensi munculnya perpecahan yang berkepanjangan.

Kajian mengenai eksistensi Ahmadiyah baik itu Aliran Qodian maupun
Lahore telah banyak dilakukan oleh para ilmuan pemerhati hukum di Indonesia.
Akan tetapi sejauh yang penyusun ketahui bahwa belum ada karya tulis yang
membahas tentang Problematika Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang
ditinjau dari segi Yuridisnya atas UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Kabupaten
Tasikmalaya.

Di antara kajian-kajian yang telah dilakukan berbagai kalangan dalam bentuk
karya ilmiah, antara lain penelitian dilakukan oleh Farkhan dengan skripsinya
berjudul “Jamaah Ahmadiyah Indonesia” yang hanya menyoroti pada segi

dakwah dan ajaran pokok yang dibawa oleh Mirza Gulam Ahmad Penelitian ini



merupakan skripsi yang disusun oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Program Studi Arab."?

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Triyono Lukmantoro, Jurusan Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan Judul “Wacana Ahmadiyah
di Media Massa (Analisis Wacana Pemberitaan Harian Suara Merdeka dalam
Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik,
Pandeglang, Banten).” Penelitian ini mendeskripsikan tentang skema pemberitaan
Suara Merdeka terhadap peristiwa tersebut dan menguraikan struktur wacana
ideologis yang terdapat dalam pemberitaan-pemberitaan harian tersebut.'

Penelitian berikutnya merupakan sebuah riset yang dilakukan oleh Rosidin
yang berjudul “Sikap Pemerintah Terhadap Konflik Keagamaan; Kasus
Ahmadiyah Manislor.” penelitian ini dilakukan pada Tahun 2013 membahas
tentang Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara Ahmadiyah dengan non
Ahmadiyah di Manislor Kuningan serta bagaimana sikap Pemerintah terhadap
konflik Ahmadiyah di daerah Manislor Kuningan.'*

Tesis dari Throm yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Tokoh
Ahmadiyah (Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali & Basyirudin Mahmud
Ahmad)” Tesis ini mengkaji, menilai dan menela’ah dua orang tokoh Ahmadiyah,

baik Ahmadiyah Lahore maupun Ahmadiyah Qodian tentang tema perempuan

2" Farkhan, (Jamaah Ahmadiyah Indonesia), Skripsi, diterbitkan oleh Universitas

Indonesia, Tahun 2012. him. 6.

" Triyono Lukmantoro, (Wacana Ahmadiyah di Media Massa (Analisis Wacana

Pemberitaan Harian Suara Merdeka dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah
Indonesia di Cikeusik, Pandeglang, Banten). Skripsi, diterbitkan oleh Universitas Diponegoro,
Tahun 2011. him. 4.

" Rosidin, (Sikap Pemerintah Terhadap Konflik Keagamaan; Kasus Ahmadiyah

Manislor) Riset, diterbitkan oleh Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Tahun 2013.



10

dengan menggunakan pespektif kesetaraan gender. Pemikiran keduanya diteliti
melalui karyanya, baik melalui buku-buku maupun tafsir keduanya.'®

Terakhir, sebuah desrtasi berjudul “Gerakan Ahmadiyah di Indonesia 1920-
1942” yang disusun oleh Iskandar Zulkarnain, yang intinya adalah mengenai
pengaruh Ahmadiyah terhadap gerakan Islam di Indonesia dan Kontribusinya bagi
perkembangan gerakan Islam modern di Indonesia khususnya untuk abad ke-20.'

Setelah melihat dan menganalisa beberapa karya tulis ilmiah yang dihasilkan
oleh para kaum intelektual, baik itu Skripsi, Tesis, dan Desertasi, penulis
bukanlah orang pertama yang membahas mengenai Ahmadiyah. Akan tetapi hal
yang membedakan Skripsi penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya
adalah judul dan topik pembahasanya. Skripsi ini lebih menekankan kepada Status
Hukum bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilihat dari aspek hukum pidana,
apakah sebagai pelaku penodaan Agama “Islam” atau bahkan sebagai korban dari
tindak pidana kekerasan yang dilakaukan oleh masyarakat. Serta sejauh mana
implementasi UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama tersebut beserta kendala-kendalanya.

E. Kerangka Teoretik.
Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, berarti berdirilah
bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, dengan demikian segala hal yang

berkaitan dengan bangsa ini ditentukan sendiri oleh bangsa Indonesia.

'S Throm, (Kesetaraan Gender dalam Pandangan Tokoh Ahmadiyah (Studi Pemikiran
Maulana Muhammad Ali & Basyirudin Mahmud Ahmad), Tesis, diterbitkan oleh Uinversitas
Islam Negri Yogyakarta.

' Iskandar Zulkarnain, (Gerakan Ahmadiyah di Indonesia 1920-1942), Desertasi,
diterbitkan oleh Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2000.
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Sebagaimana UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen disebutkan bahwa
Negara Indonesia adalah Negara hukum, maksud dari negara hukum itu sendiri
adalah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa
segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau
aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas
hukum."”

Cita-cita untuk melaksanakan Negara Hukum itu sendiri terinspirasi oleh para
sarjana hukum Eropa yang mana dipelopori oleh Albert Van Dicey, seorang
pemikir Inggris yang mahsyur, menulis buku berjudul introduction to the study of
the law of the constitution, mengemukakan ada tiga unsur utama dalam the rule of
law:

1. Supremacy of law adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam

suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).

2. Equality before the law ialah kesamaan bagi kedudukan didepan hukum
untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai
pejabat negara.

3. Constitution based on individual right, konstitusi itu ialah tidak
merupakan sumber dari Hak Asasi Manusia dan jika hak asasi manusia itu
diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak

asasi manusia itu harus dilindungi.'®

'7 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2011), hlm. 8.

'® Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, (Yogyakarta :
Liberty Cetakan Pertama Tahun 1999), him. 42.
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Kedua, konsepsi negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah
menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut :

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.

2. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara

haruslah berdasarkan theory atau konsep Trias Politica.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang

(wetmating bestuur).

4. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak

asasi, maka ada Pengadilan Administrasi yang mengadilinya."

Dari kedua konsep negara hukum tersebut menekankan penting adanya
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia oleh negara. Dalam hal ini kebebasan
Beragama dan berkeyakinan adalah Hak Asasi Manusia (HAM), suatu hak
fundamental seseorang karena kodrat kelahirannya. Hak ini mendahului eksistensi
negara sehingga tak ada pilihan lain bagi negara kecuali harus menghormati,
melindungi, memenuhi, dan memajukannya. Sedemikian kuatnya hak beragama
dan berkeyakinan maka pembatasan apapun tak dapat dikenakan padanya. Dalam
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang
diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, kebebasan beragama
termasuk sebagai non-derogable rights yaitu hak-hak yang tak dapat dikurangkan

walau dalam keadaan state emergency (negara dalam keadaan darurat)

Y Abdul Aziz Hakim., hlm. 17.
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sekalipun.”’ Dalam konteks pelarangan Ahmadiyah di beberapa daerah, apapun
keyakinan yang dianut pengikut kelompok ini harus dipandang sebagai HAM
yang semestinya mendapat pengakuan dari negara.”'

Dalam perspektif hukum pidana, aliran sesat (Ahmadiyah)** merupkan bagian
dari cakupan delik-delik agama, dan merupakan bagian dari tindak pidana
terhadap ketertiban umum sebagaimana delik-delik agama dalam UU No. 1/PNPS
Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP. Pada posisi inilah, negara meiliki kewajiban
untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya terhadap
aliran sesat atas nama perlindungan masyarakat maupun ketertiban umum.?

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHP ada tiga kepentingan yang
dilindungi yaitu: kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan
negara.”* Oleh karena itu agama sebagai bagian dari tiga kepentingan tersebut,
harus mendapatkan perlindungan hukum sebagimana tertuang dalam UUD 1945
maupun KUHP.

Penyerangan atau tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat
Singaparna Tasikmalaya terhadap penganut Jemaat Ahmadiyah maupun penodaan
Agama “Islam” oleh Jemaat Amadiyah Indonesia ada sangkut pautnya dengan

perbuatan pidana, yang mana dalam hal ini menurut pendapat Moeljatno, bahwa

% UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 4 ayat (2)
khususnya mengenai agama terdapat dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4).

2 http://suaramerdeka.com/vl1/index.php/read/cetak/2011/03/18/140395/Kajian-HAM-
Pelarangan-Ahmadiyah. diakses pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 13.

22 Sesuai dengan Keputusan Majlis Fatwa MUI Indonesia tentang Aliran Ahmadiyah
Nomor : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 pada Musyawarah Nasional VII pada tanggal 21 Jumadil
Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M di Jakarta.

% Qaiful Abdullah, Hukum Aliran Sesat (Malang : SETARA Press, 2009), him. 89.
** Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu (Bandung: Eresco, 1986), him. 6.
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perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana,
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang),
sedangkan ancaman ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pada hakikatnya, setiap delik harus terdiri dari unsur-unsur tindak pidana,

pada dasarnya perumusan delik terdapat dua unsur di dalam melihat unsur-unsur
tindak pidana, yaitu:

a. Bagian yang obyektif, bahwa tindak pidana terdiri dari suatu perbuatan
dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan
yang melawan hukum dan menyebabkan diancam dengan pidana oleh
peraturan hukum.

b. Bagian yang subyektif, bahwa tindak pidana itu berupa adanya seorang
pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan
atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.”

Tindak pidana terhadap kepentingan agama atau disebut juga delik agama,

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Delik-delik yang bersangkutan dengan agama (relating, concerning)

b. Delik-delik yang ditujukan terhadap agama (against)

» Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi cetakan kedelapan, (Jakarta : PT
RINEKA CIPTA, 2009), hlm. 59.

**Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: GHALIA INDONESIA,
1981), him. 98.
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Mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama berhubungan dengan dasar
Negara Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan agama sebagai hal yang
penting, dan menjungjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang
utama, maka dapat dibenarkan pembentukan delik-delik agama yang perlu
mendapat perhatian khusus untuk diberikan prioritas kepada dasar Religionsschutz
Theorie.”’

Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama,
berhubungan dengan teori-teori mengenai delik agama yang mendasari hukum
pidana untuk menentukan adanya suatu delik agama. Dikemukakan oleh Oemar
Seno Adji adanya tiga teori mengenai delik agama yaitu: **

1. Freidensschutz Theorie yaitu teori yang memandang ketertiban/

ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.

2. Gefuhlsschutz Theorie yaitu teori yang memandang rasa keagamaan

sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi.

3. Religionsschutz Theorie yaitu teori yang memandang agama itu sebagai

kepentingan hukum yang harus dilindungi/ diamankan oleh negara.

Kepentingan agama perlu mendapat perlindungan dalam KUHP berarti
dikehendaki adanya ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana terhadap
kepentingan agama dalam KUHP. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama

dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156 dan 156 a KUHP sesuai dengan

amanat UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 4. Muatan hukum dalam Pasal 156 dan

” LPHN, Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana (Jakarta : LPHN, 1973), him. 12.

%% Oemar Seno Adji, hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi (Jakarta : Erlangga, 1981),
hlm. 87.
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156a menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan sistematika KUHP, Pasal

tersebut merupakan bagian dari Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban

umum. Oleh karena itu sebetulnya disini bukan merupakan tindak pidana terhadap

agama, melainkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan

umum.”

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian

sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) bertujuan
untuk mencari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan
atau lokasi penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan
langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di kecamatan
Singaparna Tasikmalaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan
bahwa kecamatan Singaparna Tasikmalaya penduduknya terdapat banyak
penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qodian), walaupun
sebenarnya basic keberadaan Jemaat Ahmadiyah Qodian terdapat di Bogor.
Namun, Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mendapatkan
penyerangan dari masyarakat sekitar.

2. Sifat Penelitian

¥ Supanto, Delik Agama, (Solo : UNS Press, 2007), hlm. 102.
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Penyusunan Skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang
berusaha memaparkan realitas yang ada secara sistematis, faktual dan akurat
untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah
atau pokok permasalahan. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan
disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisa
berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.’® Penelitian ini
mendeskripsikan fenomena terhadap kegiatan penganut Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) setelah terbitnya putusan Surat Keputusan Bersama (SKB)
tiga mentri. Penelitian ini juga menganalisis respon masyarakat di daerah
setempat.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Merupakan bahan utama yang penulis gunakan untuk mengupas seluruh
permasalahn berkaitan dengan tema penelitian yaitu melalui analisis
hukum guna dicarikan solusinya, adapun data primer tersebut adalah
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, UU No. 1/PNPS Tahun 1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), DUHAM (Declaration
Universal of Human Right), UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Kitab
Ahmadiyah (Tadzkiroh), serta SKB tiga Mentri NOMOR 3 Tahun 2008,
NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008, dan NOMOR : 199 Tahun 2008.

b. Data Sekunder

% Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1989), him. 17.
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Merupakan bahan penelitian sebagai bahan pendukung dari beberapan
bahan yang telah diraih sebelumnya, bahan tersebut meliputi UU No 12
Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, Fatwa Majlis Ulama Indoneisa
No Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005, UU No 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU No 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

c. Data Tersier, merupakan bahan penelitian sebagai bahan pendukung
pula, namun terfokus pada hal-hal yang bersifat non hukum seperti hasil
wawancara dari seluruh responden yang penulis berikan serta hasil
observasi lapangan daerah terkait yaitu di Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview)
Cara memperoleh data dengan menelusuri data dengan menggunakan
wawancara bebas terpimpin. Peneliti bebas mengadakan wawancara
dengan tetap berpijak pada Interview Guide dan mengenai pokok-pokok
yang akan ditanya, sehingga memungkinkan adanya variasi-variasi
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.
Wawancara dilakukan terutama dengan informan yang banyak
mengetahui tentang obyek penelitian, masyarakat, tokoh masyarakat,
Polres Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Singaparna, dan langsung dengan
penganut atau mantan penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia, serta

pemerintah setempat.
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b. Observasi
Merupakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti atau fenomena-
fenomena yang terjadi di daerah terkait, dalam hal ini dilakukan di
Kecamatan Singaparna Tasikmalaya.
c. Dokumentasi
Merupakan dokumen resmi yang ada kaitannya dengan obyek penelitian,
baik berupa naskah kearsipan maupun foto dan sebagainya.
5. Teknik Sampling
Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah teknik non probability,
yaitu pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama
pada setiap individu dalam populasi untuk dijadikan sampel. Jenis sampel
yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel
berdasarkan kriteria atau ciri-ciri yang berhubungan erat dengan Jemaat
Ahmadiyah Indonesia.
6. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat
pada titik ukur keabsahanya didalam aturan hukum, yaitu apakah kehidupan
beragama yang dianut oleh kaum minoritas Jemaat Ahmadiyah Indoneisa
(JAI) sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia (konstitusi) atau
bahkan melanggar ketertiban umum (delik agama) sebagaimana aturan dalam

KUHP.
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7. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan

analisis kualitatif dengan bentuk induktif dan deduktif.

a. Bentuk berfikir induktif merupakan pola fikir yang berangkat dari
penalaran-penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penilaian
terhadap peristiwa yang bersifat khusus, dengan metode ini penyusun
dapat menyimpulkan gambaran umum tentang Jemaat Ahmadiyah
Indonesia dari sudut pandang Hukum Pidana dan HAM.

b. Bentuk berfikir deduktif adalah metode berfikir yang berangkat dari data
kesimpulan yang bersifat umum yang akan dianalisis untuk mencari
suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini penyusun gunakan
dalam menelaah gejala-gejala sosial yang dapat menimbulkan

perselisihan diantara masyarakat dengan penganut Ahmadiyah.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih memudahkan pembahasan tentang isi penulisan skripsi ini
maka akan dituangkan dalam beberapa bab yang mempunyai keterkaitan antara
bab dengan bab yang lainya secara logis dan sistematis, maka dibutuhkan
sistematika sebagai berikut:
Bab Pertama berisi pendahuluan, untuk mengantarkan pembahasan skripsi
ini secara menyeluruh, pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik,

metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
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Bab kedua akan mendeskripsikan tinjauan teori mengenai unsur-unsur
tindak pidana, kedudukan Agama dalam Negara Pancasila, selanjutnya dengan
mendudukan posisi Hak Agama sebagai Hak Asasi Manusia dan teori mengenai
delik Agama.

Bab ketiga akan membahas tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia di
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang terbagi ke dalam beberapa
sub pembahasan, yang terdiri dari letak geografis, status Badan Hukum, AD/ART
Jemaat Ahmadiyah Indonesia, aktifitas keagamaan JAI dan tindakan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya terhadap JAI.

Bab keempat akan membahas tentang analisis yang terdiri dari tiga sub
bahasan. Sub bahasan pertama menganalisis bagaimana status hukum pidana
Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kedua, menganalisis JAI Kabupaten Tasikmalaya
dari perspektif hukum pidana. Ketiga, implementasi UU No. 1/PNPS Tahun 1965
terhadap JAI di Kabupaten Tasikmalaya.

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini penyusun
mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini
dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah
dikemukakan. Disusul dengan dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan
daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dan

perlu untuk ditampilkan.



BAB YV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Kebebasan beragama merupakan hak bagi setiap orang serta melekat
pada dirinya sendiri sejak lahir, bahkan hak tersebut termasuk kedalam hak yang
tidak dapat diganggu gugat walau dalam keadaan apapun. Namun permasalahan
Ahmadiyah ini sangat berbeda, sejauh penulusan Penulis di Kabupaten
Tasikmalaya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyentuh kedua sisi status
hukum pidana, yaitu sebagai penoda agama Islam sebagaimana tertulis dalam
KUHP Pasal 156a atau Pasal 4 undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965, dan
sebagai korban kekerasan karena telah mendapatkan pengrusakan tempat ibadah,
pembakaran kitab suci, dan penghentian secara paksa aktifitas ibadah JAI

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang berada dalam rumusan Pasal
156a KUHP atau Pasal 4 dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 sudah
terpenuhi elemen tindak pidananya, hal itu berdasarkan pendapat POMPE yang
menyatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur melawan hukum, unsur
kesalahan, dan unsur bahaya, gangguan, dan merugikan.

Permasalahan selanjutnya adalah implementasi UU No. 1/PNPS Tahun
1965 yang menurut penulis belum terealisasikan secara optimal, Pasal 2 ayat (1)
menjadi satu-satunya Pasal yang cukup terealisasikan, karena telah diterbitkannya
SKB tiga menteri, namun untuk ayat (2) undang-undang tersebut belum ada
tindakan pasti dari Pemerintah Pusat, yaitu membubarkan Jemaat Ahmadiyah
Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak memiliki kedaulatan

dan sikap yang tegas untuk menindak permasalahan Ahmadiyah di Indonesia.
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B. SARAN

Dalam kesempatan ini, setelah melakukan penelitian di lapangan dan
analisis terhadap permasalahan Ahmadiyah, penulis memberikan saran agar
pemerintah dapat menggunakan otoritasnya sebagai pemangku kekuasaan yang
berdaulat dan bersikap tegas terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Tasikmalaya harus lebih berani
lagi dalam membawa kasus penodaan agama Islam ke ranah hukum jika memang
itu benar terjadi, dalam hal ini MUI sebagai representatif alim ulama di Indonesia
lebih berhak dan berwenang serta mempunyai kemampuan mumpuni dibidang
agama yang sudah pasti mengetahui letak permasalahannya.

Sebagai penegakan hukum di bidang administratif, pihak Kejaksaan
mempunyai kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan pembubaran
organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bahwa pemberian peringatan tertulis saja
tidak cukup, perlu adanya tindakan berlanjut dari pemerintah sampai kepada
pembubaran organisasi tersebut, karena tidak efektif jika kegiatannya saja yang
dilarang sedangkan organisasinya tetap berdiri.

Revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama pun sangat dibutuhkan
untuk saat ini, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara
substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak

menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.
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INTERVIEW GUIDE
Pengurus, Anggota dan Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia

. Menurut Bapak Islam itu apa ?

Syari’at menurut Bapak itu apa, apakah sama dengan Islam ?

. Apa dasar keagamaan (ubudiah, muamalah, dan tauhid) yang dianut oleh Jemaat

Ahmadiyah Indonesia ?
. Apa dasar keyakinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia ?

Konsep kerukunan dalam ajaran Ahmadiyah bagaimana ?

. Apakah bapak dan penganut-penganut Ahmadiyah lainnya merasa terasingkan atau

mendapat perlakuan diskriminasi ?
. Apakah Bapak tidak merasa kesulitan hidup di lingkungan yang berbeda ?
Bagaimana Bapak membangun relasi dengan masyarakat sekitar ?

Bagaimana pandangan Bapak tentang perlindungan terhadap perbedaan di Indonesia ?

POLRES Tasikmalaya dan Akademisi

. Pandangan Bapak secara Konstitusi perbedaan keagamaan dan keyakinan itu seperti apa
dalam kasus Ahmadiyah ?

. Konstitusi harusnya bagaimana diatur oleh undang-undang tentang jaminan perlindungan
perbedaan keyakinan ?

. Bagaiman menurut Bapak pengaturan KUHP terhadap penodaan Agama ?

. Dari sudut pandang Hukum Pidana, status JAI sebagai korban atau penoda agama ?

. Kewajiban polisi secara undang-undang itu apa, dan selama penanganan kasus
Ahmadiyah langkah apa yang sudah ditempuh ?

Selama ini konflik keagamaan sering terjadi, menurut Bapak hal demikian lemah
dibagian mana ?

. Dasar ajaran yang melahirkan perbedaan itu apa, lalu bagaimana Islam dan negara
memandang hal itu ?

. Apa yang harus dilakukan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi ?

. Apa faktor pemicu dari konflik yang sering terjadi ?
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Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Ormas Islam

(Minta Arsip Fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah)

Menurut Bapak Islam itu apa ?

Syari’at menurut Bapak itu apa, apakah sama dengan Islam ?

Sepengetahuan Bapak, kerukunan itu harusnya bagaimana diciptakan ?

Indonesia secara historis merupakan negara yang plural, menurut bapak hidup di Negara
plural itu bagaimana ?

Apa landasan Islam untuk membantah Ahmadiyah ?

Apakah Ormas Islam sudah membuka dialog dengan Ahmadiyah ?

Apakah Bapak sudah membawa permasalahan Ahmadiyah ini ke ranah Hukum ?

Bagaimana menurut Bapak seharusnya Negara/Pemda mengatur kehidupan beragama ?

Pemda Tasik, Camat, dan Kepala Desa

Terkait implementasi UU No. 1/PNPS Tahun 1965, kebijakan apa saja yang telah
dilakukan oleh Pemda Tasik setelah terbitnya SKB tiga menteri dan Pergub JABAR No.
12 tahun 2011 ?

Apa kendala yang muncul dalam implementasi UU No 1/PNPS tahun 1965 tersebut ?

. Apakah sosialisasi SKB tiga Menteri telah dilakukan ?

Langkah apa yang akan ditempuh untuk menangani kasus Ahmadiyah, mengingat

konflik sering terjadi ?

. Apakah sudah dilakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pembinaan dan

pengawasan SKB tersebut ?

Ketua RT

Bagaimana hubungan masyarakat dengan JAI ?

Apakah ada kegiatan JAI yang meresahkan warga ?
Apakah pernah terjadi konflik antara JAI dan masyarakat ?

Faktor apa saja yang melahirkan konflik antara JAI dan Masyarakat/Ormas Islam ?

KEJAKSAAN
1. (minta arsip 12 butir penjelasan PB JAI) (arsip hasil rapat tim koordinasi PAKEM
tahun 2008)



Bagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bakor Pakem terhadap 12
butir penjelasan PB JAI untuk saat ini ?

Jika ke-12 butir tersebut tidak diindahkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia,
tindakan nyata seperti apa yang diambil oleh Bakor Pakem ?

Apakaha sudah terdapat proses hukum yang menyidangkan JAI, jika terbukti benar
bahwa JAI masih melangsungkan kegiatannya ? (pasal 3 UU No 1/PNPS tahun 1965)
Siapakah yang lebih berhak mengadukan penodaan Agama ke Polisi atas dasar SKB

tersebut ?

» KEMENAG dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

1.

Bagaimana bimbingan atau pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah dalam
melaksanakan SKB tiga menteri ?

Sudah efektitkah SKB tiga Menteri hingga saat ini ?

Penyerangan terhadap Ahmadiyah sering terjadi di desa cipakat kecamatan
singaparna, bagaimana tanggapan anda ?

Bagaimana FKUB menyikapi kerukunan beragama khusunya didalam tubuh Islam

sendiri ?



PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

—

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-
cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta
menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan
peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan
agama,;

bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat,
soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

. pasal 29 Undang-undang Dasar;

2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;

3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun

1962 No. 34);
pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. [I/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN
AGAMA.

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan
atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu
agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan
mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan
peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu



keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau
sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat
membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut
sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat
pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik
Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran
kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang,
penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari
aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang
bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO



Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965
SEKRETARIS NEGARA,
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3.



PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965

TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

.  UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar
1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa
Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu
rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :
Ketuhanan Yang Maha Esa;

Kemanusiaan yang adil dan beradab;

Persatuan Indonesia;

W N

Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan
dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya
kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-
Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena
adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa
Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak
dalam usaha nation-building.

2. Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit
timbul  aliran-aliran  atau  Organisasiorganisasi  kebatinan/kepercayaan
masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama.
Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut
sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum,
memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah,
bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi  kebatinan/kepercayaan
masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai
pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah
yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat
membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka



kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu
dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli
1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan
keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat
dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah
menurut Agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka
Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi
penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap
sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan
(pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama
tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk
agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanyata
merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini,
oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang
telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan
hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh
Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

[I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan
kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang
dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan
khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-
agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh
penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan
oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan
dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto,
Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang
diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan
lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah
pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai
dengan ketetapan M.P.R.S. No. [I/MPRS/1960, lampiran A. Bidang |, angka 6.

Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang
bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama,
mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran



kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran
agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-
alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun
penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota
Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk
permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganutpenganut aliran
kepercayaan dan mempunyai effek yang cukup serius bagi masyarakat yang
beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk
menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo
pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan
terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2.
Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti
organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa
anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang
masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran
sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun
dirasa sudah wajar.

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara
mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan,
tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada
pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara
obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha
untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat
permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping
mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama
dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa
perbuatannya itu dipidana sepantasnya.



Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2726.



Menimbang :

a.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3 Tahun 2008
NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008
NOMOR : 199 Tahun 2008

TENTANG

PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUSJEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT

MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan
kebebasannya setiap orang waib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang;

bahwa setiap orang dilarang dengan sengga di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran
tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran
dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok garan agamaitu;

bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan
dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
agar tidak menimbulkan keresshan daam kehidupan beragama dan mengganggu
ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir
Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;

bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa
meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat
beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota
pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman
dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ;

bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat
beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;

bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama
dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama
Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia


basyarat
Highlight

basyarat
Highlight

basyarat
Highlight

basyarat
Highlight

basyarat
Highlight

basyarat
Highlight


Mengingat

Memperhatikan :

: 1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota
Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 1563;

Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan
Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagal Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kegjaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri
kepada Lembaga Keagamaan di Indonesig;

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP0O04/J.A/01/1994 tanggal 15
Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM);

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20
Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegaksaan Republik
Indonesia;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;
Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008;
Hasil Rapat Tim Koordinast PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA
AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH
KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA
PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAl) DAN
WARGA MASYARAKAT

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat
untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan
dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang
dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang
dari pokok-pokok gjaran agamaitu.

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota,
dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),
sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan
penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-
pokok garan Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui
adanya nabi dengan segala gjarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA
dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat
untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta
ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak
melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap
penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI).

Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum
KEEMPAT dapat dikenai sanks sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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KEENAM

KETUJUH

Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah
untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka
pengamanan dan pengawasan pel aksanaan Keputusan Bersamaini.

Keputusan Bersamaini berlaku sgjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008
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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

a.

1.

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki
dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama
dan kepercayaannya;

bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum
untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau
melakukan kegiatan yang menyerupai aktifitas keagamaan atau
kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok
ajaran agama;

bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui
serangkaian  kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan
permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak
menimbulkan  keresahan dalam kehidupan beragama dan
mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan
bermasyarakat dan menetapkan Keputusan Bersama Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008
tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota,
dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga
masyarakat;

bahwa Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah di Daerah,
berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf c;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, ¢, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di
Jawa Barat;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963 Faks. (022) 4203450

Bandung - 40115
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan
Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3331);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran
Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di
Indonesia;

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-
004/].A/01/1994  tentang Pembentukan  Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008
dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah
kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

. Keputusan  Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-

Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di
Jawa Barat;

. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23

September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI);

. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal 24

Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan
Anarkis;

. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Pebruari

2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan
Perintah kepada JAI dan Warga Masyarakat dan 12 Butir
Penjelasan JAI;
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5. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama,
Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008,
Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor
SE/1119/921.D.I11/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan
Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199
Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut,
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia
(JAI) dan Warga Masyarakat;

6. Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI)
tanggal 14 Januari 2008 tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan
Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia;

7. Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat tanggal 14
Pebruari 2011;

8. Risalah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 2 Maret
2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT
AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

ouv kW

10.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai

keyakinan/ideologi/faham tertentu.

. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah Provinsi Jawa Barat.

. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah yang selanjutnya disebut Tim

adalah Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
451.05/Kep.103-Kesbangbol/2011.

Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008,
Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang
Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota
Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa
Barat, yaitu :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya
pertentangan  akibat penyebaran paham keagamaan yang
menyimpang;

b. mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran
penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran
agama Islam;

c. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga
masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang
menyimpang;

d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak
Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;

e. meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan
Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah; dan

f. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

BAB III
LARANGAN
Bagian Kesatu
Aktifitas Jemaat Ahmadiyah
Pasal 3

(1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun
sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan
aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

(2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun
melalui media elektronik;

b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia
di tempat umum;

C. pemasangan papan nhama pada rumah peribadatan, lembaga
pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat
Ahmadiyah Indonesia; dan

d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk
apapun.

(3) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut,
anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 4

(1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan
melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota
dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang
dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

(2) Tindakan terhadap aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota
pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok
ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban
melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan
Bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Majelis Ulama
Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

(2) Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;

b. warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
dan

C. penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah.

(3) Narasumber sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari unsur :

a. Pemerintah Daerah;

b. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya
(Polres Metro Bekasi, Polres Metro Kabupaten Bekasi dan Polres
Metro Kota Depok);

c. Kodam III Siliwangi, Kodam Jaya (Kodim Bekasi dan Kodim
Depok);

d. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat; dan

f. tokoh masyarakat.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 6
(1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah,
meliputi :
a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah.



(2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat
Ahmadiyah.

(3) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan
Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh
keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi :

a. perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi
mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan
Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas Daerah;

b. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini
atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat
Ahmadiyah;

c. pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan
Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh
keberadaan Jemaat Ahmadiyah;

d. pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota
pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan

e. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7

(1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa
kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan
Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat
Kepolisian, dan instansi yang berwenang lainnya.

(2) Tindaklanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN
Pasal 8

(1) Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan
aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah.

(2) Komunitas Intelijen Daerah menyampaikan bahan kebijakan
penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Gubernur.



(1)

(2)

(3)

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam
penanganan Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis
Ulama Indonesia Jawa Barat, tokoh agama Islam dan tokoh
masyarakat setempat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memberi kesempatan kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota
Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mengambil langkah-langkah tindaklanjut dalam penanganan kegiatan
penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-
pokok ajaran agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik
sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Bersama
Tiga Menteri, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menghentikan
aktifitas dan/atau kegiatan Penganut, Anggota, dan/atau Anggota
Pengurus Jemaat Ahmadiyah.

Pasal 11

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah
yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

BAB X
PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA
Pasal 12

Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat
Ahmadiyah di Kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di
Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q.
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.



e —— L —

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2011

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah
bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; .
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.-

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan
ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

' '.’A/ﬁMAD HERYAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI Ee
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Fatwa MUI Tentang Kesesatan Ahmadiyah

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005
KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang
ALIRAN AHMADIYAH

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H /
26-29 Juli 2005 M, setelah

MENIMBANG:

a. bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia,

walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya;
b. bahwa upaya pengembangan faham Ahmadiyah tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat;

c. bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang faham Ahmadiyah

sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat;

d. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, Majelis Ulama

Indonesia memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang aliran Ahmadiyah.

MENGINGAT :

1. Firman Allah subhanahu wata’ala.:

e 605 U8 4 85 Gl A5 40 O35 (805 RIS B 5] U Ma HE L)

(40 : t.—r\ja“z”)

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah
dan penutup nabi-nabi; dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Ahzab {33}: 40).

Sumber: Nahimunkar.com



ay a8liap A0 calics Be A& (3568 O ) 5 V5 6 3 Wil ¢l s 10 3l)
(153 - Ay &5 &G

“Dan bahwa (vang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu
mengikuti jalan-jalan (vang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang

demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-An’am {6}: 153)

-0

(105 : slally || 28580 13) i (ja a8 5mn ¥ &0 oKk 13l 2l G )

“Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madharat

kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk...” (QS. al-Ma’idah {5}: 105).

2. Hadits Nabi shallallahu ‘alahi wasallam.; a.l.:
(6l o) 53) oo G ¢ s 4l e 0 im0 35 08
“Rasulullah bersabda: “Tidak ada nabi sesudahku” (HR. Bukhari).
Coas O S (a8 5505 Al &) ¢ sl ally aile 1 s i (505 06

5 Y5

(Q.SJ-‘)-‘S\ c\jJ)

“Rasulullah bersabda: “Kerasulan dan kenabian telah terputus; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi

sesudahku” (HR. Tirmidzi)
MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Mujamma’ al-Figh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar
IT di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi’ al-Tsani 1406 H / 22-28 Desember 1985 M tentang
Aliran Qadiyaniyah, yang antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza
Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari
Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath’i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa

Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Teks Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

e S adle A I35 Al 3380 (e 3281 D2 130 dleBIl
2234 Ui 533805 A0l A2 G G Ul B3 5535000 () Ge

Sumber: Nahimunkar.com
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“Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang
diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap
ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath’i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam,
yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan
diturunkan kepada seorangpun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut
membuat dia sendiri dan pegikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran
Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam
Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi

wasallam®.
2. Keputusan Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qadiyaniyah.
3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005

Dengan bertawakal kepada Allah subhanabu wata’ala

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran
Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah

murtad (keluar dari Islam).

2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam

yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur’an dan al-Hadis.

3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan

membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Sumber: Nahimunkar.com



Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M
MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua Sekretaris
ttd ttd
Prof. Dr. H. Umar Shihab Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Sumber: Nahimunkar.com



Tambahan Berita Negara R.] tanggal 31 3 1953 Nr 26

Nr.22 1953

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

KUTIPAN

Dari daftar Penetapan Mentri Kehakiman
Tertanggal 13 Maret 1953 No. J.A 5/23/13.
Membaca:

L. Surat permohonan tertanggal 30 Oktober 1952 dari R. Hidayat dan Hasan Ahja
Barmawi, bersama-sama dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut
dibawah ini:

II. Surat dari Wali kota Djakarta Raya, tertanggal 4 Maret 1953 No. 1217/U.D.

Mengingat fasal 1, 2 dan 3 dari Firman Keradjaan tertanggal 28 Maret 1870 No. 2 (Staatsblad
Indonesia No. 64), sebagaimana terachir diubah menurut Ordonansi tertanggal 4 Djuni 1938
(Staatsblad No. 276) dan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1937 No. 18
(Staatsblad No. 573).

Memutuskan:

Mengetahui anggarann dasar perkumpulan Djema’at Ahmadi Indonesia berkedudukan di
Djakarta sebagaimana anggaran dasaranya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan
oleh krena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon-pemohon untuk diketahui dan
dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Badan-badan Hukum
u.b
Pegawai yang diperbantukan

A.J.A THEIJS.



ANGGARAN DASAR
dari
DJEMA’AT AHMADIYAH INDONESIA

I. Nama dan Waktu Didirikan:

Djema’at Ahmadiyah bagian Indonesia diberi nama Djema’at Ahmadiyah Indonesia
dapat tempat kedudukan Djakarta dan didirikan pada Tahun 1925 (M) untuk waktu yang
tidak tertentu.

II. Maksud:

Maksud Djema’at ini ialah menjebarkan Agama Islam menurut peladjaran Hazrat Masih
Mau’ud a.s dan para Khalifahnja ke seluruh Indonesia, dan membantu Djema’at
Ahmadiyah diluar Indonesia dalam hal itu.

III.  Ichtiarnja:
Ichtiar untuk mentjapai maksud itu ialah:

a. Menjebarkan kebenaran Agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal jang baik
menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Hadits.
b. Memadjukan pendidikan dan peladjaran dan mendirikan badan-badan sosial.

IV.  Tjara Menjampaikan Tabligh:

Djema’at ini menjiarkan tablighnja dengan tjara-tjara jang aman dan menjampaikan
kebenarannja sama sekali tidak dengan paksaan, melainkan dengan keterangan dan tjara, jang
tidak melanggar Undang-Undang Negara dan didasarkan atas Sjari’at Islam, ‘aqal dan
fikiran.

V. Terhadap Pemerintah

Djema’at Ahmadiyah Indonesia berdasar atas peladjaran Ahmadiyah tunduk pada Undang-
Undang Negara.

VI. Djema’at
Djema’at Ahmadiyah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa Daerah.
VII. Tjabang

Tiap-tiap Daerah itu terdjadi dari beberapa Tjabang.

VIII. Keahmadian (Keanggautaan):

Djema’at Ahmadiyah Indonesia ini terdjadi dari orang-orang Ahmadi. Jang disebut Ahmadi
ialah:



IX.

a. Laki-laki atau perempuan jang telah beriman dan mengaku dengan hati dan iqrar
dengan lisan atau tulisan (bai’at), bahwa segala da’wa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
a.s. itu benar dan mengikuti kepada jang menjadi Khalifah-khalifahnja, dan ia masuk

b.

dalam bai’at Khalifah jang ada pada waktu itu. Sjarat-sjarat bai’at jang sepuluh dan
formulir bai’at terlampir dengan lampiran I;
Anak-anak orang Ahmadi jang belum ‘aqil baligh.

Dejma’at Ahmadiyah Indonesia dipimpin oleh Utusan-utusan (Missionaris) Hazrat
Amirul Mu’minin Khalifatul Masih dan Pengurus Besar.

Pengurus Besar:
1. Pengurus Besar terdiri dari:

a.

—

—_ =

S@ oo ao o

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Chas

Sekretaris Chas 11

Sekretaris Tabligh

Sekretaris Ta’lim wa Tarbiyat
Sekretaris Mal

Sekretaris Muhasib
Sekretaris Umur Kharidjiyah
Sekretaris Umur Ammah
Sekretaris Ta’lif wa Tasnif
Sekretaris Tahrikul Djadid

m. Sekretaris Auditor dan djika perlu Sekretaris-sekretaris lainnya.

2. Pengurus Besar yang pertama ialah:

a.
b.

Ketua: Soekri Barmawi, Kepala Sekolah Guru Atas 2 Bandung.

Wakil Ketua: R. Kartaatmandja, Kepala Urusan Pegawai Kantor Jajasan
Lektur Djakarta.

Sekretaris Chas: R. Hidajath, Kepala Urusan Pegawai di Kantor Besar
Kehutanan Djakarta.

. Sekretaris Chas II: Mohammad Tojib, Anggauta Dewan Komisariat P.G.R.I.

daerah Djakarta-Raya, Ketua Persatuan Orang Tua Murid Djakarta-Raya.
Sekretaris Tabligh: Ahmad Noerdin, Komis Kepala Djawatan R.R.I. bagian
Siaran Luar Negeri, Djakarta.

Sekretaris Ta’lim wa Tarbiyat: R. Ahmad Sarida, Komis Kepala Djawatan
Bimbingan dan Perawatan Sosial Chusus Djogjakarta.

. Sekretaris Mal: R. Joesoef Ahmadi, Ketua Tata Usaha Kementrian Kesehatan

pada Rumah Sakit Djiwa Bogor.

. Sekretaris Umur Kharidjiyah: R. Markas Atmasasmita, Kepala Bagian Balai

Bahasa (Sunda) dari Kementrian P.P. dan K. Di Djakarta.
Sekretaris Umur Ammah: R. Soemadi Gandakoesoemah, Kepala Kantor
Peninggalan Harta (Weeskamer) Sukabumi.



J. Sekretaris Ta’lif wa Tasnif: Soedjadi Malangjoedo, Guru Sekolah Guru
Pendidikan Djasmani Djogjakarta.

k. Penilik Keuangan (Auditor): R. Satibi, Pensiun Komis Djawatan Kehutanan
dan Penyelenggaraan Urusan Sekolah Parki, Bandung.

. Komisaris untuk Sumatera: Abdul Karim Joesoef, Guru S.M.A. Padang.

I. Pengurus Daerah
Pengurus Daerah terdiri dari:

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Chas

Sekretaris Tabligh
Sekretaris Ta’lim wa Tarbiyat
Sekretaris Mal

Sekretaris Muhasib
Sekretaris Umur Kharidjiyah
Sekretaris Umur Ammah
Sekretaris Ta’lif wa Tasnif
Sekretaris Tahrikul Djadid
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II. Pengurus Tjabang dan Ranting:

1.

Pengurus Tjabang sekurang-kurangnja terdiri dari:

a.

b.
C.
d

Ketua

Sekretaris Chas

Sekretaris Mal

Selandjutnja boleh ditambah dengan Sekretaris- sekretaris lain, menurut
kebutuhan.

2. Djika ada Tjabang, jang mengadakan Ranting, maka Ranting itu dipimpin oleh
Ketua Ranting.

III. Kedudukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus:

a.

oo

Tiap-tiap Utusan Hazrat Khalifatul Masih adalah Amir Djema’at dalam daeranja
dan seorang diantaranja berkedudukan sebagai Raisut-Tabligh.

Pengurus Besar dipilih oleh Kongres.

Pengurus Daerah dipilih oleh Konferensi Daerah.

Pengurus Tjabang dipilih oleh Rapat Tjabang.

Seorang anggauta Pengurus tidak boleh meletakkan djabatannja, sebelum
mendapat persetudjuan Pengurus Djema’at Ahmadiyah Indonesia.

Pengurus Besar bertanggungdjawab atas segala hal ihwal Djema’at dalam
Daerahnja, keluar dan kedalam.

Pengurus Tjabang bertanggungdjawab atas segala hal ithwal Djema’at dalam
Tjabangnja, keluar dan kedalam.



IV. Perubahan Pengurus:

a. Tiga tahhun sekali Pengurus Besar meletakkan djabatannja dan diganti oleh
Pengurus Besar baru.

b. Semua Pengurus Daerah dan Tjabang meletakkan djabatannja dalam dua bulan
setelah pemilihan Pengurus Besar baru dan diganti oleh Pengurus baru.

c. Anggauta-anggauta Pengurus lama dapat dipilih kembali.

d. Sebelum habis tempo tersebut, dalam keadaan jang chas, dapat diadakan
perubahan dengan seizin badan jang lebih tinggi.

XI. Keuangan:

1. a. Djema’at ini mendapat harta benda dari zakat, sadqah, wakaf, tjandah ‘am,
tjandah wasiyat, tjandah chas dan lain-lain penghasilan jang halal.

b. Tiap-tiap Ahmadi harus membajar tjandah ‘am sebanjak 1/16 dari penghasilan
atau pentjahariannja.

2. Djema’at Ahmadiyah Indonesia harus membelanjakan semua harta bendanja untuk
urusan Agama, dan juga untuk kepentingan umum atau amal.

3. Pengurus Djema’at Ahmadiyah Indonesia atau instansi jang lebih tinggi berhak penuh
untuk melihat perhitungan keuangan Djema’at Ahmadiyah Indonesia, daerah-
daeranja dan tjabang-tjabangnja, begitu pula memeriksa pekerdjaan-pekerdjaannja
jang lain.

XII. Rapat:
Rapat ada enam matjam:

1. Kongres Tahunan, jaitu rapat Djema’at Ahmadiyah Indonesia, jang diadakan
seTahun sekali dengan dipimpin oleh Pengurus Besar dan terdiri dari Utusan-
utusan, Pengurus Besar, Wakil-wakil Daerah, Wakil-wakil sekalian Tjabang,
Wakil-wakil Ladjnah Imaillah dan dimana perlu badan-badan Ahmadiyah lainnja;
dan dapat dihadiri oleh tiap-tiap anggauta Ahmadiyah sebagai penindjau.

2. Konferensi Daerah, jaitu rapat Pengurus Daerah dengan Utusan-utusan, Wakil
Pengurus Besar, Wakil-wakil Tjabang di daerah itu, Wakil-wakil Ladjnah
Imaillah dan dimana perlu badan-badan Ahmadiyah lainnja, jang diadakan
seTahun sekali dengan dipimpin oleh Pengurus Daerah.

3. Rapat Tahunan Tjabang, diadakan seTahun sekali dan dihadiri oleh Utusan dan
segenap Ahmadi di Tjabang itu dengan dipimpin oleh Pengurus Tjabang.

4. Rapat ‘am Tjabang, diadakan menurut keperluannja, akan tetapi tidak boleh
kurang dari tiga bulan sekali.

5. Madjlis Sjura Muballigin, terdiri dari semua Utusan seluruh Indonesia, diadakan
menurut keperluan, sekurang-kurangnja seTahun sekali.

6. Rapat pleno Pengurus Djema’at Ahmadiyah Indonesia, terdiri dari semua utusan
dan Pengurus Besar, diadakan sekurang-kurangnja seTahun sekali dan selambat-
lambatnja dalam bulan Oktober.



XIII. Mendirikan Badan-badan:

Sedapat mungkin di tiap-tiap Tjabang didirikan:

a. Ladjnah Imaillah, terdiri dari wanita Ahmadi.

b. Nasirul Ahmadiyah untuk puteri-puteri Ahmadi.
c. Athfalul Ahmadiyah untuk anak-anak Ahmadi.
d. Ansharullah untuk orang-orang tua Ahmadi.

XIV. Merubah Peraturan:

XV.

Peraturan jang tersebut dalam Fasal 1 sampai dengan XIII diatas dan sesuatu
keputusan jang diambil menurut itu dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh
Hazrat Khalifatul Masih baik atas usul Kongres Tahunan dengan suara sekurang-
kurangnnja 2/3 dari banjaknja suara jang hadir, maupun atas kemauan beliau sendiri,
tidak mengurangi izin dari instansi jang berwajib.

Peraturan-peraturan Selanjutnya:

Segala hal jang diatur lebih landjut akan diterangkan dalam Anggaran Rumah
Tangga, dan djika di dalam Anggaran Rumah Tangga itu belum diatur, maka
Pengurus Besar atas persetudjuan Majlis Sjura Muballigin boleh mengadakan
tindakan-tindakan jang perlu.

Sebagai Anggaran Dasar

HIDAJAT H.A. BARMAWI
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ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 15/8-1989 No. 65.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Nomor 20.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh Juni seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan.

Berhadapan dengan saya, nyonya Lindasari Bachroem, Sarjana Hukum, notaris di Bogor,
dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akte
ini:

1. Tuan Insyinyur Arif Bastaman, Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Bogor,
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 34B;

2. Tuan Gunawan Jayaprawira, Sekretaris Ta’lif Wa Tasnif Pengurus Besar Jemaat
Ahmadiyah Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Satria nomor10, Kebayoran
Lama, untuk sementara berada di Bogor.

menurut keterangan mereka dalam hal ni bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibawah
tangan tertanggal dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam, nomor
0784/Ket/PB/86 bermeterai cukup dan dilekatkan pada asli akte ini, selaku kuasa dari dan
karenanya untuk dan atas nama:

1. tuan Insyinyur Syarif Ahmad Lubis, Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Balikpapan 1/10.

2. Tuan Dokter haji Ahmad Dahlan, Sekretaris Jendral Pengurus Besar Jemaat
Ahmadiyah Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Merdeka Timur nomor 14/5;

tuan-tuan mana dalam hal ini diwakili sebagai Pengurus Besar dari dan karenannya untuk dan
atas nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, berkedudukan di Parung Bogor.

Para penghadaptelah saya, notaris, kenal.

Para penghadap selaku kuasa seperti tersebut karenanya untuk dan atas nama Jemaat
Ahmadiyah Indonesia tersebut, menerangkan terlebih dahulu:



Bahwa dalam Kongres Tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, yang
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal delapanbelas April sampai dengan duapuluh April
seribu sembilanratus delapanpuluh enam, telah diputuskan untuk mengadakan perubahan
seluruh anggaran dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, seperti ternyata dari Notulen
Keputusan Majlis Musyawarah (Kongres) Jemaat Ahmadiyah di Jakarta, bermaterai cukup
dan dilekatkan pada asli akte ini;

Bahwa para penghadap dikuasakan untuk menyatakan dan menyusun seluruh
perubahan tersebut dengan akte resmi tersendiri dihadapan notaris.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, para penghadap selaku kuasa seperti
tersebut, menerangkan dengan ini mengadakan seluruh perubahan anggaran dasar Jemaat
Ahmadiyah Indonesia tersebut sebagai berikut:

Bab I.
Nama, tempat kedudukan dan waktu
Pasal 1

1. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia bernama Jemmat Ahmadiyah Indonesia.

2. Jemmat Ahmadiyah Indonesia terdaftar di Jakarta dan bertempat kedudukan di Parung
Bogor.

3. Jemmat Ahmadiyah Indonesia didirikan pada Tahun 1925 (seribu sembilanratus
duapuluh lima) untuk waktu yang tidak ditentukan dan telah disahkan sebagai Badan
Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor
J.A.5/23/13 tanggal tigabelas Maret seribu sembilanratus limapuluh tiga dan
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal tigapuluh satu
Maret seriibu sembilanratus limapuluh tiga.

Bab I1
Asas
Pasal 2
Jemmat Ahmadiyah Indonesia berasaskan Pancasila.

Bab III.
Tujuan
Pasal 3

1.Jemmat Ahmadiyah di Indonesia menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).
2.Jemmat Ahmadiyah Indonesia bertujuan:
a. Mengembangkan Agama Islam, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam
menurut Alquran, Sunnah dan Hadits.
b. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta meningkatkan
kemampuan para anggautanya baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan,
akhlak, amal bakti maupun kerohanian.



Bab IV.
Usaha
Pasal 4

1. Untuk mencapai tujuan tersebut Jemmat Ahmadiyah Indonesia:

a.

Berpartisipasi dalam usaha pembangunan Bangsa dan Negara Pancasila Republik
Indonesia.

Mengembangkan Agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal baik.
Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan mendirikan badan-badan sosial,
penerbitan dan siaran-siaran.

Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah serta penerbitan dan
siaran-siaran.

Menjalankan kegiatan lain yang sah, sesuai dengan perunadng-undangan yang
berlaku.

Bab V.
Keanggotaan
Pasal 5

Jemmat Ahmadiyah Indonesia beranggotakan:

a.

Pria dan wanita yang telah beriman dan mengaku serta ikrar lisan atau tulisan (bai’at),
bahwa segala da’wa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihi Salam dari Qodian, Masih
Mau’ud itu benar dan yang bai’at pula kepada para Khalifahnya.

Anak-anak anggota Ahmadiyah yang telah aqil baligh, kecuali yang secara tegas
menyatakan tidak bersedia menjadi anggota.

Bab VI.
Susunan Organisasi
Pasal 6
Pimpinan Jemaat

Jemmat Ahmadiyah Indonesia yang tersebar diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia,
dipimpinoleh oleh seorang Amir yang dibantu oleh Muballighin dan Pengurus Besar Majlis-
e-Amlah.

Pasal 7
Alat Kelengkapan Organisasi

Alat kelengkapan organisasi terdiri dari:

kW -

Majlis Musyawarah
Muballighin

Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah
Auditor

Dewan Pengampu
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6. Pengurus Cabang.

Pasal 8
Majlis Musyawarah

A. Majlis Musyawarah terdiri dari:
1. Semua Ketua Cabang di Indonesia
2. Dua Wakil terpilih dari tiap cabang yang dipilih khusus untuk tujuan ini.
3. Semua Muballigh Jemaat yang bertugas di Indonesia
4. Semua anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah
5. Dewan Pengampu.

Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah menjadi Ketua dan Sekretaris Jendral menjadi
Sekretaris Majlis Musyawarah.

B. Pelaksana dari hasil/keputusan Majlis Musyawarah adalah Dewan Pengurus, yaitu
lembaga yang memimpin dan mengelola urusan-urusan Jemaat terdiri dari:
1. Amir sebagai Pemimpin
2. Ketua Pengurus Besar /Majlis-e-Amlah yang bertindak sebagai Pemimpin bila
Amir tidak hadir
3. Anggota-anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah
4. Muballighin
5. Dewan Pengampu.

Sekretaris Jendral Pengurus Besar menjadi Sekretaris Dewan Pengurus.

Pasal 9
Muballighin

1. Muballighin adalah petugas-petugas Jemaat yang menyampaikan dan mengajarkan
kebenaran Agama Islam dengan lisan, tulisan, dan amal baik menurut Al-Quran,
Sunnah dan Hadits.

2. Diantara para Muballighin ada seorang yang dipilih sebagai Muballigh
Kepala/Raisuttabligh yang memimpin para Muballigh.

3. Muballigh kepala dapat diangkat menjadi Amir Jemmat Ahmadiyah Indonesia yang
bertugas mengelola urusan-urusan Jemaat serta bertanggungjawab atas segala hal ihwal
Jemmat Ahmadiyah Indonesia ke luar dan ke dalam.

Pasal 10
Majlis-e-Amlah/Pengurus Besar

1. Majlis-e-Amlah/Pengurus Besar Jemmat Ahmadiyah Indonesia terdiri dari:
1.1. Ketua
1.2. Sekretaris Jendral
1.3.Sekretaris Ta’lim Wa Tarbiyat
1.4.Sekretaris Tabligh
1.5.Sekretaris Maal Penerimaan
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1.6.Sekretaris Maal Pengeluaran

1.7.Sekretaris Umur Kharijiyah

1.8.Sekretaris Dhiafat

1.9.Sekretaris Isyaat

1.10. Sekretaris Al-Wasiyat.

1.11. Sekretaris Ta’lif wa Tasnif

1.12.  Umur Ammah

1.13. Sekretaris Tahrik Jadid dan Perjanjian Lainnya.

2. Jika perlu sekretaris- sekretaris ini dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan
Majlis Musyawarah.

3. Anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus.

Pasal 11
Auditor

1. Auditor terdiri dari seorang atau lebih yang bertugas mengawasi lalulintas keuangan baik
ditingkat pusat maupun di cabang-cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
2. Dia/mereka bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus.

Pasal 12
Dewan Pengampu

a. Dewan Pengampu terdiri dari:
1.1.Amir
1.2.Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah
1.3.Dua Anggota lainnya
2. Dewan Pengampu Menguasai kekayaan Jemaat dan bertanggungjawab kepada Pengurus.

Pasal 13
Pengurus Cabang

i. Pengurus Cabang terdiri dari:
1.1.Ketua
1.2.Sekretaris Khas
1.3.Sekretaris Ta’lim Wa Tarbiyat
1.4.Sekretaris Tabligh
1.5.Sekretaris Maal

Selanjutnya boleh ditambah dengan sekretaris-sekretaris lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah.
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Pasal 14
Rapat-Rapat

. Rapat anggota /Cabang yaitu Rapat Tahunan Cabang diselenggarakan paling sedikit satu

Tahun sekali, dihadiri oleh Muballigh setempat dan segenap anggota Ahmadi di cabang
itu, dipimpin oleh Ketua Cabang.

Majlis Musyawarah melaksanakan rapat Tahunan untuk Indonesia diselenggarakan satu
Tahun sekali, dihadiri oleh anggota-anggota yang tercantum dalam Bab VI Pasal 8 A.

. Rapat Dewan Pengurus diadakan secara berkala, yang dihadiri oleh anggota-anggota

yang tercantum dalam Bab VI Pasal § B.

Pasal 15
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Muballigh diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus

Pengurus Besar/Majlis-3-Amlah, Auditor dan dua anggota Dewan Pengampu dipilih oleh
Majlis Musyawarah

Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang

Anggota Pengurus tidak boleh meletakkan jabatannya sebelum mendapat persetujuan
Dewan Pengurus.

Bab VII.
Kekayaan
Pasal 16

Kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperoleh dari:

Zakat, Shadaqah, Wakaf dan Hibah

Iuran (Candah) ‘Am sebesar 1/16 (satu per enambelas) dari penghasilan tetap anggota
dan Candah Wasiyat 1/10 (satu per sepuluh) sampai 1/3 (satu per tiga) dari penghasilan
dan kekayaan setiap anggota yang berwasiyat.

. Dana-dan serta bantuan lain yang diperoleh dengan sah dan halal.

Bab VIII.
Badan-badan
Pasal 17

Dalam Jemaat Amadiyah Indonesia berdiri badan-badan antara lain:

1.
2.
3.

Lajnah Imaillah, terdiri dari wanita Ahmadi berusia limabelas Tahun keatas
Ansharullah, terdiri dari pria Ahmadi berusia empatpuluh Tahun keatas

Khudamul Ahmadiyah, terdiri dari pemuda-pemuda Ahmadi berusia limabelas sampai
empatpuluh Tahun

Athfalul Ahmadiyah, terdiri dari anak laki-laki Ahmadi dari umur tujuh Tahun sampai
dengan limabelas Tahun.

Nashiratul Ahmadiyah terdiri dari anak-anak perempuan Ah,adi dari umur tujuh Tahun
sampai dengan limabelas Tahun.
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Bab IX.
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 18

1. Anggaran Dasar dapat dirubah atas dasar Musyawarah dalam satu Majlis Musyawarah
yang dihadiri secara sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara yang hadir.

2. Anggaran Dasar dan sesuatu keputusan yang diambil berdasarkan itu, dapat diubah,
ditambah atau dikurangi oleh Hazrat Khalifatul Masih, Pemimpin Kerohaniaan Jemaat
Ahmadiyah.

Bab X.
Penutup
Pasal 19

Hal-hal yang belum ditentukan dalam anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Sebagai yang telah diuraikan.

Dibuat dan dilangsungkan di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan
dihadiri oleh nyonya Sri Sumartini dan Nyonya Tien Fatimah, Sarjana Hukum, kedua-duanya
pegawai notaris, bertempat tinggal di Bogor sebagai saksi-saksi.

Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-
saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan memakai empat puluh tiga perubahan, ialah lima karena coretan biasa,
tigapuluh karena coretan dengan memakai gantinya dan delapan karena tambahan.

Akte aslinya ditandatangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan
Notaris Bogor

LINDASARI BACHROEM, S.H.

Pada hari Ini, Rabu, tanggal 28 Juni 1989 akta ini telah didaftarkan dalam buku register
untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bogor di bawah No.
WOIDH.18.HT.01.10.89.
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Ongkos-ongkos:
BPA
Upah tulis

Jumlah

Rp. 500
Rp. 1.100
Rp. 1.600

Panitera,

T.J. IBRAHIM SARAGIH, S.H.
NIP. 040008182
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JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
JEMAAT SINGAPARNA

Kampung Babakan Sindang Cipakat Singaparna Tasikmalaya
Badan Hukum penetapan Menteri Kehakiman. Rl No. JA 5/23/13 Tgl 13 Maret 1953
Tambahan Berita Negara Rl No. 26 Tgl 31 Maret 1953

Nomor :3/JAl/IV /2012 Singaparna, 14 April 2012
Lamp :1Berkas Kepada Yth:
Perihal :Laporan Penyegelan Terhadap masjid Baiturrahim Bapak Kapolsek Singaparna
Jemaat Ahmadiyah Singaparna Di
Tempat

BERITA ACARA PENYEGELAN MESJID AHMADIYAH SINGAPARNA

Pada hari kamis tanggal 12 April 2012 jam 19.00 wib telah terjadi penyegelan mesjid Baitul Rahim yang
terletak di Kampung Babakan Sindang desa Cipakat Kecamatan Singaparna oleh sekelompok ormas FPI yang
disaksikan oleh Kepala Desa Cipakat, Camat Singaparna, Polsek Singaparna,Staf Koramil.

Dengan ini Saya sampaikan Kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 12 April 2012 pada pukul 16.00 wib
telah berkumpul masa dari ormas FPI di Kantor desa Cipakat Kecamatan Singaparna dengan + 4 mobil,+ 15 Motor,
1100 orang dan mereka dengan maksud akan menyegel mesjid Ahmadiyah Singaparna. Setelah terjadi negosiasi
dengan Muspika mereka tetap akan menuju ke mesjid Baitul Rahim yang jaraknya sekitar 500 m dari Kantor Desa
Cipakat dan akan melakukan penyegelan mesjid.

Sementara itu di masjid babakan sindang para warga jemaat ahmadiyah sedang melaksanakan ibadah
shalat magrib dan dilanjutkan dengan daras, sekitar pukul 19.00 sebelum waktu isya tiba datang sekelompok
massa dari ormas FPIl, bersama rombongan diantaranya Kepala desa, camat singaparna, kapolsek dan staff
koramil datang ke masjid Baiturrahim Babakan Sindang Singaparna . setelah itu mereka memaksa masuk ke area
masjid untuk siap siap melakukan penyegelan. Tapi berhubung di dalam ada beberapa anggota jemaat ahmadiyah
yang terdiri dari kurang lebih 25 anggota jemaat yang terdiri dari kaum bapak, beserta kaum ibu dan anak-anak
yang sedang menunggu waktu isya tiba, selanjutnya mereka mendatangi kami dan menyampaikan bahwa apa
yang dilakukan oleh ahmadiyah telah melanggar SKB 3 Menteri. Tapi kami dari pihak jemaat ahmadiyah sempat
melakukan dialog dengan mereka ( ormas FPIl, Muspika, Kapolsek ) agar mereka tidak melakukan penyegelan
terhadap masjid Baiturrahim. Akhirnya setelah melakukan dialog mereka tetap memaksa akan melakukan
penyegelan terhadap masjid ahmadiyah dan dengan sedikit memaksa, akhirnya kami dipaksa untuk meninggalkan
masjid kami dan itu membuat warga ahmadiyah yang ada di masjid tersebut ketakutan , kaum ibu yang ada di
masjid merasa sangat ketakutan bahkan ada beberapa dari anak-anak yang menangis karena ketakutan juga.
Setelah mereka berhasil mengeluarkan warga jemaat ahmadiyah yang ada di dalam masjid dengan paksa,
akhirnya mereka menyegel pintu masuk ke dalam masjid dengan menggunakan kayu. Setelah mereka berhasil
menyegel masjid dengan kayu, kemudian mereka menyegel pintu gerbang masuk ke halaman masjid dengan



gembok. Setelah mereka malakukan hal tersebut mereka kemudian pergi meninggalkan masjid Baiturrahim
babakan sindang sambil mengancam mereka akan kembali lagi jika segel dibuka.

Perlu kami beritahukan bahwa selama ini apa yang kami lakukan adalah murni kegiatan ibadah seperti
shalat 5 waktu, shalat jumat, dan pengajian rutin yang sifatnya intern kami. dan itu menjadi bagian dari hak kami
sebagai warga negara yang di lindungi sesuai dengan pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945 dimana negara menjamin
setiap warganya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Begitu juga dalam
SKB 3 Menteri tersebut tidak ada pelarangan mengenai kegiatan ibadah karena mengacu kepada pasal 28 dan
pasal 29 UUD 1945. Berikut ini kami lampirkan juga beberapa penjelasan dari SKB 3 Menteri dari para pejabat
terkait yang dikutip dari berbagi media cetak. Selanjutnya terkait dengan penyegelan masjid ahmadiyah di
babakan sindang, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku di negara kita.
Apalagi penyegelan tersebut dilakukan dengan paksa oleh salah satu ormas islam yang tidak memiliki
kewenangan secara hukum.

Dengan kejadian tersebut di atas, kami selaku warga negara merasa hak hak kami di rampas secara paksa
dan kami merasa terintimidasi. Oleh karena itu kami memohon perlindungan hukum atas kejadian yang menimpa
kami.

Demikian kronologis yang saya sampaikan,Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. (Foto Kejadian
terlampir)

Wassalam ___ ..

_Heris Diana
Sekum

Tembusan :

Kapolres Tasikmalaya
Kapolda Jawa Barat
Komnas HAM

Tim Hukum PB JAI

ARwNR



FOTO SEDANG MELAKUKAN NEGOSIASI ANTARA
FPI BESERTA MUSPIKA DENGAN PIHAK AHMADIYAH




FOTO EVAKUASI IBU-IBU DAN ANAK ANAK KETIKA DIPAKSA KELUAR
OLEH PIHAK FPI




FOTO PENYEGELAN YANG DILAKUKAN OLEH FPI




FOTO PENGAMBILAN PAMPLET DI MADING SECARA PAKSA

FOTO MASSA BERKUMPUL DI DEPAN MASIJID
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